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- Politik (Pendidikan) Pancasila

ihapuskannya
D Pendidikan Panca-

sila dan Kewarga-
negaraan menjadi hanya
Pendidikan Kewarganega-
raan membawa kon-
sekuensi ditinggalkannya
nilai-nilai Pancasila (Kom-
pas, 6 Mei 2011).

Eksistensi Pancasila, terutama
dalam bidang pendidikan, dipe-
ngaruhi oleh politisasi Pancasila
pada masa pemerintahan: Orde
Baru. Euforia keterbukaan di era
reformasi memungkinkan ba-
nyak kalangan menggugat po-
litisasi Pancasila tersebut.

Tahun 2002 sampai 2003, se-
putar perumusan UU Sistem
Pendidikan Nasional, sesungguh-
nya tersedia momentum untuk
merefleksikan urgensi ideologi
nasional dalam politik pendidik-
an. Sayangnya, energi kita waktu
itu lebih banyak dihabiskan un-
tuk memperdebatkan pendidik-
an agama, dan nyaris menga-
baikan isu lain, seperti liberalisasi

dan komersialisasi pendidikan
serta ignorasi Pancasila.

Pemerintah Orde Baru ba-
rangkali tidak menghitung bahwa
politisasi Pancasila dalam rangka
desukarnoisasi dan depolitisasi
warga negara akan gagal total,
yang pada akhirnya memperta-
ruhkan “kredibilitas” Pancasila
dalam diskursus nasional. Desu-
karnoisasi dimulai segera setelah
Soeharto mengambil alih keku-
asaan. Politisasi untuk “meng-
hapus Sukarno dari ingatan pub-
lik terus berlanjut”. Sejak 1970,
Komando Keamanan dan Keter-
tiban melarang peringatan ke-
lahiran Pancasila 1 Juni.

Desukarnoisasi berlanjut me-
libatkan akademisi melalui “teo-
ri” pengaburan peran sejarah Su-
karno. Sejak tahun 1978, Peme-
rintah Orde Baru menegaskan
soehartoisasi Pancasila; dalam
arti politisasi Pancasila melalui
tafsir tunggal Pancasila versi re-
zim Soeharto.

Fase Pancasila di era rezim
Soeharto inilah yang disebut Asvi
Warman Adam (2009) sebagai
gelombang rekayasa. Rekayasa
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yang dilakukan oleh Pemerintah
Orde Baru melahirkan dampak
tak terbayangkan. Selain gagal
memaksa rakyat Indonesia me-
lupakan Sukarno, pemerintahan
Soeharto melahirkan trauma ko-
lektif atas politisasi Pancasila.
"Kapok massal” tersebut me-
lahirkan  gugatan depolitisasi.
Pancasila  dipersoalkan secara
formal, meski secara substantif
merupakan konstruksi ideal fi-
losofis sebagai ideologi negara.

Beban PKn?

Pancasila masuk sebagai mata
pelajaran pada 1976, melalui sub-
jek Pendidikan Moral Pancasila
(PMP), menggantikan Civics
(Kewarganegaraan).  Kebijakan
itu dapat dibaca sebagai bagian
dari politisasi, dalam makna ne-
gatif. Politik pendidikan tersebut
berorientasi pada indoktrinasi
Pancasila yang ditafsir tunggal
oleh pemerintah.

Pendidikan kewarganegaraan
(civic education) yang sejak pe-
merintahan Sukarno sudah ada,
dan dalam dunia pendidikan
hampir seluruh negara dibela-

Jarkan, orientasinya adalah pen-
didikan politik dan penguatan
kapasitas politik warga negara.

-Sementara pendidikan Pancasila

merupakan diseminasi ideologis
untuk memperkuat nalar, rasa,
dan laku ideologis warga negara.
“Hilangnya” pendidikan Pan-
casila dari dunia pedagogis kita
resmi sejak diundangkannya UU
Sisdiknas, di mana pendidikan
Pancasila, menurut Pasal 37, bu-
kan lagi muatan wajib seluruh
Jjenjang pendidikan. Subyek ideo-
logis ini kehilangan locus formal
dalam pembelajaran. Sesuai UU,
beberapa perguruan tinggi ”be-
rani” menghapus pendidikan
Pancasila dalam kurikulumnya.
Dalam realitas semakin me-
rapuhnya fondasi ideologis bang-
sa, Pancasila dalam politik pen-
didikan mestinya dikukuhkan.
Dua pendekatan perlu digunakan
sekaligus: subyek dan integrasi.
Pendekatan subyek artinya men-
jadikan Pancasila sebagai mata
ajar khusus. Di level dasar dan
menengah, dengan mempertim-
bangkan beban belajar siswa,
Pancasila cukup dibelajarkan da-

lam satu dua kompetensi dasar
dalam Pendidikan Kewarganega-
raan (PKn). Di perguruan tinggi,
pendidikan Pancasila dapat di-
belajarkan sebagai kurikuler wa-
jib 2 SKS.

Adapun pendekatan integratif
artinya menempatkan orientasi
pada Pancasila sebagai ideologi
negara harus menyatu dalam
berbagai subyek. Orientasi pada
Pancasila bukan hanya beban
PKn, tapi juga pendidikan agama,
ekonomi, dan bahkan eksakta.

Tak banyak manfaat bila da-
lam PKn, pendidik menekankan
orientasi Pancasilais, sementara
guru/dosen ekonomi menerta-
wakan nilai Pancasila seperti ke-
,adilan sosial dan kegotongro-
yongan ekonomi (koperasi). Ti-
dak efektif bila dalam PKn di-
internalisasi nilai-nilai Pancasila,
sedangkan dosen/guru Pendidik-
an Agama Islam mendoktrinkan
qishash, sebagaimana digelisah-
kan para wali siswa di Jakarta
belakangan ini.
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